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P E N E T A P A N
  

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili  perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  telah  menjatuhkan

penetapan pencabutan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA (Sekolah

Menengah  Atas),  pekerjaan  Wiraswasta  (Berjualan),  tempat

tinggal  di  RT.  02  Lingkungan  I,  Kelurahan  Ngedukelu,

Kecamatan  Bajawa,  Kabupaten  Ngada,  Provinsi  Nusa

Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

    melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar),

pekerjaan  Kuli  Bangunan,  tempat  tinggal  di  RT.02  RW.04,

Kelurahan  Turus,  Kecamatan  Gurah,  Kabupaten  Kediri,

Provinsi Jawa Timur, sebagai  Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa

bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  14 November

2017,  yang  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bajawa

dengan  register  perkara  Nomor  14/Pdt.G/2017/PA.Bjw  pada  tanggal  14

November 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri  sah  Tergugat  yang  telah  menikah  di

hadapan  Pegawai  Pencatat  nikah,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Kutoarjo,  Kabupaten  Purworejo,  Provinsi  Jawa  Tengah,  berdasarkan

kutipan akte nikah nomor : 0430/007/X/2014, Tanggal 02 Oktober 2014;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

orangtua Tergugat di RT.02 RW.04, Kelurahan Turus, Kecamatan Gurah,

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 1 (satu) tahun

selanjutnya  mulai  sekitar  tahun  2015  Tergugat  dan  Penggugat  sering

hidup terpisah karena Tergugat pulang pergi Jawa – Kalimantan dengan

alasan bekerja sampai  terakhir  pada sekitar tahun 2017 Tergugat tidak

kembali lagi pulang ke Kediri sehingga Penggugat memutuskan pergi ke

Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur untuk mencari kerja; 

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat  dan Tergugat  telah hidup

rukun  dan  telah  berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan

dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  bernama  :  ANAK  PENGGUGAT  DAN

TERGUGAT,  Perempuan,  umur  4  (empat)  tahun,  sekarang  tinggal

bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  berjalan

harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tidak  harmonis  lagi  dan  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada

Penggugat dan bermalas-malasan tidak mau bekerja;

5. Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  mempunyai  niat  untuk  bekerja  mencari

nafkah, bahkan selalu menggantungkan kebutuhan hidupnya pada kedua

orangtua nya sehingga Penggugat yang setiap hari bekerja untuk mencari

nafkah;

6. Bahwa setiap kali Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat

selalu memaki Penggugat dengan kata “jancok”;

7. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 Penggugat pernah mengatakan

untuk berpisah saja dengan Tergugat dan Tergugat menjawab  “iya kita

berpisah saja”; 

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir

dan bathin;

9. Bahwa orang tua Penggugat sering menasehati  Penggugat untuk tetap

hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;
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10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi  dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  warahmah

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

tidak  lebih  jauh  melanggar  norma  Hukum  dan  norma  agama  maka

perceraian  merupakan  jalan  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara  ini,  untuk  memberikan  putusan  yang  amarnya  adalah  sebagai

berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Subsidair: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aquo et bono).

 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

dibacakan di dalam sidang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat.

Bahwa  pada  persidangan  lanjutan  Penggugat  mengajukan

permohonan pencabutan gugatannya Nomor  14/Pdt.G/2017/PA.Bjw., secara

lisan di muka sidang.
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Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  penetapan ini  maka semua hal

yang  termuat  dalam berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan di atas. 

Menimbang, bahwa perkara ini  adalah gugatan cerai  yang termasuk

dalam  bidang  perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  pertama dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua

menjadi  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  merupakan

kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama. 

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  yang  kedua Penggugat

mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, maka majelis hakim

tidak perlu mempertimbangan pokok perkaranya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan

bahwa  pencabutan  sebelum  Tergugat  menyampaikan  jawaban  tidak  perlu

persetujuan Tergugat.

Menimbang,  bahwa telah  ternyata  permohonan pencabutan gugatan

oleh  Penggugat  telah  sesuai  dengan  ketentuan  di  atas,  oleh  karenanya

pencabutan tersebut patut dikabulkan. 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah

didaftar  dalam  register  perkara,  maka  Majelis  Hakim  memandang  perlu

memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara dalam kolom keterangan. 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

perkawinan,  maka sesuai  Pasal  89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat.
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Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

dalill-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI 

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

14/Pdt.G/2017/PA.Bjw dari Penggugat; 

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara; 

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian  penetapan ini  dijatuhkan pada hari  Rabu tanggal  10 Januari

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabul Akhir 1439 Hijriyyah, dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari

Drs. Imam Shofwan M.Sy, sebagai Ketua Majelis, serta  Ahmad Mudlofar S.HI

dan Sukahata Wakano,  S.HI.,  S.H masing-masing sebagai  Hakim Anggota

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh

Nasaritha  Randhitia  Permata  S.H sebagai  Panitera  Pengganti  dan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Mudlofar S.HI 

Ketua Majelis

ttd

Drs. Imam Shofwan M.Sy
Hakim Anggota II

ttd

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Nasaritha Randhitia Permata S.H

Rincian biaya perkara: 

1. Biaya Pendaftaran = Rp  30.000,00
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2. Biaya Proses = Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan Penggugat = Rp  70.000,00

4. Biaya Panggilan Tergugat = Rp.226.000,00

5. Redaksi = Rp    5.000,00

6. Materai                                                         = Rp        6.000,  00

Jumlah =Rp.387.000,00  (tiga  ratus  depan

puluh tujuh ribu rupiah).
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